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PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Sri

Y
I N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah anak
antara:

I < I cmpat dan
tanggal lahir Nabire, 21 Agustus 1988, agama Islam,
pekerjaan Pengusaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman
of |
I Penggugat;

melawan
I (K, tempat dan tanggal lahir
Makassar, 29 September 1979, agama Islam, pekerjaan
PNS (Staf DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen),
pendidikan SLTA, tempat kediaman JI. || GczNEE
|
I T ergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada
tanggal 5 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Sri,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 23 Desember 2007 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire Provinsi
Papua sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [ | | I tangoal
26 Desember 2007 Masehi;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya
bertempat tinggal bersama semula di || | | I sc'ama 4 (empat)

Tahun dan terakhir bertempat tinggal di J. |G

selama 11 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

bernama :
1. -hir di Nabire tanggal 24 Oktober 2008, NIK

I

.2. I - i di Nabire tanggal 06 September 2010,
NiK [

3.3. . - di Serui tanggal 16 April 2013, NIK
Ik

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi

pada tanggal 29 bulan Maret tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena :

6.1. Tergugat memiliki kebiasaan berselingkuh yang sulit disembuhkan
sejak awal pernikahan sampai saat ini;

6.2. Tergugat pernah membantu mengeluarkan seorang perempuan pekerja
malam (]}l Ji scbuah Bar dan Tergugat membiayai
kebutuhan hidup perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa
seizin Penggugat sebagai istri. Penggugat menangkap basah Tergugat
sedang bersama dengan perempuan itu di sebuah kos (Perempuan

tersebut mengaku telah menikah siri dengan Tergugat);
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6.3. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga
tidak bertanggung jawab membantu Penggugat membayar biaya
pendidikan anak-anak yang saat ini bersekolah di luar Serui (Malang
dan Makassar) sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat
sampai saat ini;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah Sepupu
Penggugat di |
.
./
Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan ,
maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10.Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11.Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama/dibawah
pengasuhan Penggugat;

12.Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk masing-masing anak

sejumlah Rp. 2.000.000 sehingga untuk keseluruhan anak (3 orang anak)
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tersebut sejumlah Rp. 6.000.000 oleh karena itu, Penggugat mohon agar
Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per
bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan
sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20
persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil
Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [ EGcNGNGNGEGE
I t<hadap Penggugat, I

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah)
anak-anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp. 6.000.000 setiap bulan yang
diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai
ana-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 persen setiap
tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, namun pada sidang
selanjutnya Tergugat pernah hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati mendamaikan
Penggugat atau Tergugat pada persidangan agar rukun kembali membina
rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya perdamaian dengan melalui proses mediasi

sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
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Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu seorang mediator saudara Muhammad
Taufiq Torano, S.H.l dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 5 Februari
2024 bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, sesuai yang
tertera dalam kesepakatan dalam laporan mediator tersebut;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan
Tergugat melalui mediasi namun tetap tidak berhasil dalam pokok perkara
perceraian, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat,
dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan Bahwa sesuai hasil
mediasi ada beberapa perubahan yaitu pada posita poin 12 dan petitum poin 3.
yang semula Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan
nafkah hadhonah agar dihapus dan tidak dipermasalahkan lagi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban apapun yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen
dengan NIK | 21002l 23 November 2022 atas nama
I bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Nomor || ] Tangoal 26
Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-
saksi, masing-masing bernama :
saksi |. |GGG . 42 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di |

|

I - opinsi Papua;
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Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi adalah Ibu Tante Penggugat;

— Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sabh;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik hidup di di Jalan 3 ton
Serui kemudian pindah ke JI. KPR, Kelurahan Serui Kota;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak yang bernama
I

— Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis dan rukun nanum pada tahun 2017 mulai bertengkar dan
cekcok terus menerus;

— Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [JJili;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama
Tergugat selama kurang lebih dua tahun;

— Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan
sudah tidak bisa menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali
menjadi suami istri;

saksi II. |G . 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan lIbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
|
I - oninsi Papua;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut :
— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi adalah lbu Tante Penggugat;
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— Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sabh;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik hidup di |l
I

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak yang bernama
I

— Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa saksi melihat dan menggrebek langsung Tergugat yang
selingkuh;

— Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
selingkuh dengan perempuan lain yang bernama bella;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama
Tergugat selama kurang lebih dua tahun;

— Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan
sudah tidak bisa menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali
menjadi suami istri;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni
tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan
bukti lagi dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan
perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut diatas;
Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi
tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya
persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No.
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105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim
Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo
dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan,
sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009,
maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen dengan NiK | EENNEGzGE
tanggal 23 November 2022 atas nama Kartini Saleh, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan
Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Serui berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini karena termasuk dalam Yurisdiksi
Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Nomor || |} ]l Tangoal 26
Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah
tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan
Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara
ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan kedua belah pihak
sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di
ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2)
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PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, namun hakim tetap berusaha
mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat
kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan
Tergugat hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dapat dilaksanakan, namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil
dalam pokok perkara perceraiannya dan sebagian yang berhasil dengan
kesepakatan yang tertera sesuai dalam laporan mediator;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat adalah pertengkaran karena karena Tergugat selingkuh
dengan seorang wanita bernama Nadia Bella Safiradan Penggugat sudah tidak
menafkahi lagi Tergugat sejak berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat hanya hadir di
persidangan pertama dan tidak mengirimkan jawaban atau keberatan pada
sidang berikutnya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka dapat
disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan
Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan
menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima
karena kehadiran Tergugat di persidangan hanya hadir di persidangan pertama
dan tidak mengirimkan jawaban atau keberatan pada sidang berikutnya
meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, namun karena perkara
perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan
adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk
dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari
pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau
Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat
(P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka
Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui
dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka
berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta
Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat
bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan
yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana
tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti
tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut
setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga
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Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan

dua orang saksi, masing-masing bernama || I5GNGNGz<GE /-
I -dalah orang dekat Penggugat, yang pada

pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah

pisah tempat dari tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para
saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan
perkawinan yang sah;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga anak;

— Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;

— Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2023 hingga
sekarang;

— Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban
sebagaimana layaknya suami isteri;

— Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh
hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka
terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada
dalam kondisi marriage breakdown (pecah keutuhan rumah tangga) sebab
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya
suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam

membina rumah tangga;
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Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di
mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997,
suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan
pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu “mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah”. Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat
tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak
baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam
perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan
Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah figih menghilangkan mudharat harus

didahulukan dari pada menarik manfaat;

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik
(mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam
dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

(ol 14l ) dill il agle (3l Wa s Aa il 4 ) pae 25 T13) g
Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya

kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim
berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat
dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan
ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan
Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah
talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa pada permasalahan nafkah anak sudah tidak lagi
digugat oleh Penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, || EGcNNNGNGNGNGNGNGNGGEGE
I < hadap Penggugat, N

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan
pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal
2 Sya’ban 1445 Hijyriyah, oleh Syaukani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal
(berdasarkan izin  Surat Ketua  Mahkamah  Agung R.I No.
105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
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tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Panitera,

Syaiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp70.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp51.000,00
4. PBT : Rp17.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
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